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KEPUTUSAN
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TENTANG

PERPAITJAITGAIT IzT OPERASIOIITAL
PETYELEITGGARAAIT PENDIDIKAIT T1ORMAL DAIT IIFORMAL

Menimbang :

TK TUNAS IIARAPAN

BUPATI PESISIR SELATAN,ff
bahwA dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada
penyelenggaraan pendidikan formal dan inforrnal dal,am
memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Setatan tentang
Perpanjangan lzin Operasional Perryelenggaraan pendidikan
formal dan Informal TK. T\rnas Harapan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kapupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis
undang-undang Drt. Nomor 2l Tahun lgST (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undalg-undang
Nomor 58 Tahun l08,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor $a3l;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2003 Nomor TB, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a301);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2OlS tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OL4
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ols Nomor
782, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a6\;
Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ss87) sebagairhana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
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Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tarn6s1r.r, Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3+ll);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indohesia Nomor 44961, sebagaimana tel,ah
iubah engan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2073
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
71, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a10);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belqjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a863);
Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2OLO tentang
Pengelolaan dan Penyelengga-raan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51O3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OLO tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2O1O tentang
Pengelolaan dan Penyelengga-raan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlA Nomor 110,
Tambahan l,embaran Negara Repubtk Indonesia Nomor
s1s5);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2OO9 tentang Pelayanan Terpadu Satu pintu di Bidang
Penanamant Modal;
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Bela-jar pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2Ol4 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang Penerimaan didik
Baru pada Taman Kanak - kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, SekoLah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
138 Tahun 2Ol7 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu
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Satu Pintu di Daerah
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor OIBIU llgg7
tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok
Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TpA).
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05U0.2001
tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
T\rgas Pokok, Fungsi, Tata Keq'a dan Uraian T\rgas Jabatan
Struktural Dinas Perranaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2OL7
tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pel,ayanan Penzinan Terpadu Satu Fintu Kabupaten Pesisir
Selatan;

18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
57O/ 285(KPTS/BPT-PS/2O17 tentang Penetapan Standar
Olrerasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non
Penzinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
Keputusan Kepda Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir
SeLatan Nomor 42O/ 1268 /Kpts/ 108.26 /DS/2008 tanggal 1

Juli 2008 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Taman
Kanak-Kanak Thnas Harapnn Kecetnatan IV Nagari Bayang
Utara;

Surat Permohonan Kepela Seko|ah TK T\rnas Harapan,
tanggal 4 Desember 2O2O perihal tentang perrnohonan Izin
Operasional Penyelenggaraan pendidikan Formal dan
Informal.

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :

42L/2368/DPK-PAUDNI.O2/2020,Tanggal 16 Desember
2O2O, tentang Rekomendasi Perpanj alagana Izin Operasiona-l
TK.Tunas Harapan.

MEMUTUSKAIT

Memberikan Perpanjangan rzin operasional penyelenggaraan
Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

L7.

19.

Memperhatikan : 1.

Menetapkan

KESATU

2.

Nama Lembaga
Jenis kegiatan
Penyelenggara
AIamat

TK TUITAS HARAPAIT
TK ( Taman Kanak-Kanak )
ERLITA.S.Pd.SD
Kampung Pancung Taba, Nagari Pancung
Taba Kecarnstal IV Nagari Bayang Utara
Kabupaten Pesisir Selatan



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Perpanjangan ldn Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Formd dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU berlaku sejak Tanggal 18 Desember 2O2O sampai dengan
18 Desemfur 2O23.

TK. Tunas Harapan selaku pemegang izin Operasional ini, tidak
diperboleh untuk dipindahtangankan kepada pihak Iain tanpa
sepengetahuan Bupati Pesisir Sel,atan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi: PAINAN
Pada tanggaf : 18 Desember 2O2O

AN. BUPATI

198603 1 004

Tembusan disampaikan Keiiada Ytl::
1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Sel,atan di Painan
2. Sdr.Ikpala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

PEMERINTAH NAGARI PANGUANG TABA

SURAT KETERANGAN DONTTSILI
Nomor. 1 4A BrE SKD,,\V'N*PTI{. -202 I

Yang bertatlda tallgafl di bawah ini Wali Nagari Pancuang Taba Kecamatan IV
Nagari Bayang Utara menerangkan Ball.va:

n-ama Yayasan

Nanra Lernbaga

NPSN

Aiamat

: Yavasan Tunas Harapan

: TK Tunas Harapafi Pancung'febal
: 69771756

: Pancuang Taba

Gedung/Bangunan tersebut diatas Terhitung sejak Tahun 2010 Sampai sekarang

Berdomisili di Nagari Pancuang Taba Kecarnatan IV Nagari Bavarrg Utara Kabupaten Pesisir

Selatan.

Dernikian surat keterarrgan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagainrana mestinya.

ncuang Taba
2021Ti


